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Hanya karena keadilan dan kecintaan Allah semata, skripsi ini dapat
tersusun. Bimbingan dan Cahaya-Nyalah yang mengiringi dalam proses
penggarapannya. Sungguh, penulis tak ada pretensi dan tendensius atas skripsi ini
selain Cintanya kepada Allah ‘Azza wa Jalla dan lautan Ilmu-Nya, serta baktinya
kepada Orang tua juga hormatnya kepada Kakang-kakangku, Guru-guruku,
Dosen-dosenku, dan cintanya kepada Isteriku, Adik-adikku, Keponakanku, dan
Calon Anak-ku.

Adapun skripsi yang penulis beri judul: “Nahdlatul Ulama Masa Orde
Baru 1966 — 1998: Elastisitas Politik Etik Nahdlatul Ulama” tidak lain merupakan
perpaduan antara intervensi dari “luar” (realitas), pancaran nurani dan
kemampuan akal diri penulis. Ide itu diperoleh atas pencarian penulis yang
berangkat dari “ketidakpercayaan™ terhadap 'sejarah politik Nahdlatul Ulama,
bahwa ia identik dengan perbuatan politik untuk mendapatkan kekuasaan atau
bagian kekuasaan melalui kursi perwakilan (baca: politik praktis). Sejarah Politik
Nahdlatul Ulama yang selama ini diyakini senantiasa identik dengan itu, tiba-tiba
pada tahun 1984} Naﬁdlatul Ulama memutuskan untuk kembali ke Khittah 1926
(melalui Muktamar Nahdlatul Ulama yang ke-27 di Situbondo). Keputusan untuk
kembali ke Khittah 1926 (melalui keputusan politik) itu pasti terjadi perbenturan,
bukan karena "menyatukan" dua nilai yang bersebrangan, akan tetapi keduanya
mempunyai kepentingan yang jauh berbeda. Dari perbenturan ini, hipotesa
penulis, pasti tercipta suatu karakter sejarah politik Nahdlatul Ulama yang

spesifik.
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BAB1
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sudah menjadi kenyataan yang tak terbantah, bahwa penyebaran Islam di
Indonesia, khususnya Jawa. dilakukan oleh tokoh-tokoh Ulama dengan cara yang
'ramah’ dan penuh 'toleransi'. Tokoh-tokoh ulama ini dikenal dengan sebutan wali'
yang berjumlah sembilan (Wali [Sanga]?). Para wali itu bukan saja berperan
sebagai penyiar agama Islam, mereka juga berperan kuat pada (di) pusat
kekuasaan kesultanan, dan karena posisi itu pula mereka mendapatkan gelar
Susuhunan, biasa disebut dengan Sunan. Dengan dua metode penyebaran seperti
itu, penyebaran agama Islam di Indonesia (khususnya Jawa) membuahkan hasil
yang spektakuler. Dua metode penyebaran agama Islam di atas dikenal.—
terutama di kalangan Nahdlatul Ulama—dengan nama gerakan kultural. Yakni,
para Wali (Sunan) ikut aktif di dalam pemerintahan dan melakukan pendekatan

kepada rakyat; sesuai dengan sifat dan pembawaan masyarakat.

! Kata wali berasal dari bahasa Arab wala atau waliya yang berarti garaba, yaitu dekat dengan,
menguasai, mengurus, memerintah, menolong dan lain-lain. A. W. Munawwir, Kamus al-Munawwir
Arab-Indonesia Terlengkap, Edisi kedua, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1995), Cet. II, him. 1582;
Lihat juga Louis Ma’luf al-Abb, A/-Munjid, Beirut, 1937, hlm. 1061. Konsep wali dalam sufisme,
adalah seorang sufi yang telah dapat melakukan hubungan komunikasi langsung dengan Allah secara
spiritual dan dapat mengetahui hal-hal yang ghaib. ®

? Kata sanga adalah bahasa Jawa, songo, merupakan perubahan atau kerancuan dari
pengucapan kata sana. Menurut Moh. Adnan, kata sana diambil dari bahasa Arab rsana (mulia), yang
searti dengan mahmud (terpuji). Widji Saksono, Mengislamkan Tanah Jawa: Telaah atas Metode
Dakwah Walisongo, (Bandung: Mizan, 1995), Cet. 11, hlm.18; Karkono Kamajaya Partokusumo,
Kebudayaan Jawa, Perpaduannya dengan Islam, (Yogyakarta: IKAPIDIY, 1995), him. 288. Berbeda
dengan R. Tajono, kata sana berasal dari kata Jawa Kuno yang artinya tempat, daerah, atau wilayah.
Dengan interpretasi ini Wali Sana, berarti wali-bagi suatu tempat, penguasa daerah, atau penguasa
wilayah. Dalam kapasitas tersebut mereka disebut pula sebagai sunan. kependekan dari suswhan atau
sinuhun. Sholeh So’an, Tahlilan: Penelusuran Historis atas Makna Tahlilan di Indonesia, (Bandung:
Agung llmu, 2002), him. 51.
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Semenjak keberhasilan itu, kemudian muncullah lembaga pendidikan
tradisional, sekaligus sebagai pusat penyebaran dan pusat untuk mendalami ajaran
Islam secara lebih teratur dan lebih terarah. Lembaga tersebut kemudian dikenal
dengan sebutan pesantren’ yang dipimpin oleh seorang Kyai.* Dari pesantren
inilah lahir suatu lapisan masyarakat dengan tingkat kesadaran dan pemahaman
agama (Islam) yang relatif utuh dan lurus.’ Perlu diketahui, bahwa dalam dunia
pesantren generasi awal, sangat kental dengan warna (nilai-nilai) sufiistik,
sebagaimana terlihat dari nilai anutan mereka.®

Namun, sukses yang spektakuler tersebut itu hanya baru bersifat
kuantitatif saja. Menurut Pigeud, mayoritas masyarakat Jawa tidak mengenal
Islam dengan baik, kecuali dalam hal sunatan, puasa dan larangan makan babi,’

serta masih banyaknya praktek-praktek penyembahan terhadap bebatuan, pohon-

* Menurut Zamakhsyari Dhofier, Pengertian Pesantren adalah lima elemen dasar: pondok,
masjid, pengajaran kitab-kitab klasik, santri dan Kyai. Zamakhsayari Dhofier, Tradisi Pesantren;
Studi tentang Pandangan Hidup Kyai, (Jakarta: LP3ES, 1982), him. 44-60. akan tetapi, menurut Gus
Dur, pesantren adalah subkultur tidak hanya bangunan tempat belajar, kitab kuning, santri dan kyai.
Artinya apa yang disebut pesantren; bukan semata wujud fisik seperti-yang digambarkan Dhofier.
Tetapi masyarakat luas yang tinggal di sekeliling pesantren dan membentuk pola kehidupan budaya,
sosial dan keagamaan, tentu sesuai dengan apa yang dikembangkan dan berkembang atau berorientasi
pesantren. Abdurrahman Wahid, "Pesantren sebagai subkultur”, dalam M. Dawan Rahardjo, (ed.),
Pesantren dan Pembaruan, (Jakarta: LP3ES, 1983) cet. Kedua, hlm. 39-60. Akan tetapi, dua
pengertian pesantren di atas banyak menuai kritik yang sangat pedas dan menurutnya adalah prinsip.

* Akan tetapi, tidak semua pesantren dipimpin hanya oleh seorang Kyai saja. Misalnya, di
Pesantren Sunan Pandan Aran Yogyakarta dan lain sebagainya. Kata "Kyai" disamakan juga dengan
kata Ulama, yang berarti "pewaris ilmu para Nabi". Predikat atau panggilan Kyai lebih banyak dan
lazim digunakan di Jawa, sedang di berbagai daerah lain lebih dikenal atau biasa disebut dengan
Ajengan (Pasundan), di Sumatera disebut Buya dan lain sebagainya. Kacung Marijan, Quo Vadis NU:
Setelah Kembali ke Khittah 1926, (Jakarta: Erlangga, 1992), him. 33.

° Mengutip bahasanya Martin, "...karena tasawuf inilah terutama sekali orang Indonesia
memeluk Islam". Martin van Bruinessen, Tarekat Nagsyabandiyah di Indonesia: Survei Historis,
Geografis, dan Sosiologis (Bandung: Mizan, 1996) cet. IV, him. 15.

® Sufisme yang sangat kuat mewarnai kesantrian masa itu, di dominasi oleh sufisme aliran al-
Ghazali. Lihat, LP3ES, Profil Pesantren (Jakarta: LP3ES. 1974). hlm. 35.

7 Lihat, H.J. de Graaf dan Th. G. Pigeud, Kerajaan-kerajaan Islam di Jawa, Seri terjemahan
Javanologi nomor 2, (Jakarta: Grafiti Press, 1985), him. 1-36.
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pohon, binatang dan praktek animisme dan dinamisme 12:1innya.8 Menurut Hamka,
kondisi ini dikarenakan penyiaran dakwah Islam di Jawa diambil alih oleh elit
Keraton. Dengan diambil alihnya penviaran dakwah Islam oleh elit keratin
tersebut, kemudian secara perlahan terjadi proses akulturasi sufisme dengan
kepercayaan lama dan tradisi lokal,’ yang berakibat bergesernya nilai keislaman
sufisme ke model spritualitas non-religius.'® Situasi yang hampir sama, juga
menimpa dunia pesantren yang disebabkan oleh invasi sistem pendidikan sekular
yang berasal dari Eropa melalui kolonial Belanda.'!

Pada pertengahan terakhir abad XIX, kemudian muncul tokoh-tokoh
ulama yang sukses dan gemilang. Antara lain, Syeikh Nawawi Al-Bantani (asal
Banten), Syeikh Mahfudz At-Tarmasi (dari Termas Pacitan), dan Syeikh Ahmad
Chatib as-Sambasi (dari Kalimantan).'> Mereka adalah orang-orang yang mengisi
kedudukan Imam di Masjid al-Haram dan sebagai guru di Universitas al-Azhar
Mesir."? ‘Dari didikan dan gemblengan keempat Syeikh tersebut, lahirlah tokoh-
tokoh ulama terkemuka di Jawa. Antara lain; KH. Hasyim Asy’ari, KH. Abdul
Wahab Chasbullah dan KH. Bisri Syansuri.' Ketiga tokoh Ulama ini, kemudian

pada tahun 1926 bersama' ulama-ulama terkemuka lain- di Jawa mendirikan

8 Zamakhsyari Dhofier, Tradisi Pesantren, (Jakarta: LP3ES, 1982), him. 11.

“ Hamka, Perkembangan Kebatinan di Indonesia, (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), him. 32.

'® Gerakan Kebatinan (aliran kepercayaan) adalah produk tradisi (dan) kebudayaan Jawa.
Sedangkan kebudayaan Jawa adalah sinkretis. Artinya, terjadinya sebuah penggabungan antara
kebudayaan Jawa pra-Islam dengan kebudayaan Jawa ketika Islam berkembang di Jawa (akulturasi).

"' LP3ES, Profil, him. 34.

> Syeikh Ahmad Chatib Sambas, kemudian dikenal sebagai pendiri tarekat Qadiriyah wa
Nagsyabandiyah yang cukup dominan dan tarekat terbesar di Indonesia.

** Dhofier, Tradisi, him. 85-95.

" Slamet Effendy Yusuf, Mohamad Ichwan Sjam, Masdar Farid Mas’udi, Dinamika Kaum
Santri, (Jakarta: CV. Rajawali, 1983), him. 5. )



Jam'iyyah Nahdlatul Ulama dengan tujuan untuk menegakkan syari’at Islam
menurut A4l al-Sunnah wa al-Jamd'ah, hingga sampai sekarang ini.

Di masa revolusi kemerdekaan Republik Indonesia, Nahdlatul Ulama
mengerahkan kekuatan berupa political power dengan membentuk tiga kelompok
barisan jihad: Barisan Hizbullah dipimpin H. Zainul Arifin, Barisan Sabilillah
dipimpin oleh KH. Masykur, dan Barisan Mujahidin dipimpin oleh KH. Abdul
Wahab Chasbullah. Tiga kekuatan ini bersama komponen kekuatan lainnya
bersepakat untuk maju ke garis depan untuk menghadapi kekuatan militer Belanda
yang berupaya kembali ke Indonesia.

Pada masa Orde Lama (dari tahun 1945-1965 atau tepatnya sejak
diproklamasikannya kemerdekaan Negara Republik Indonesia (NKRI), pada
tanggal 17 Agustus 1945 dan berakhir 11 Maret 1965.'> Di sini, patut dicatat
bahwa mode of thought Nahdlatul Ulama dalam berpolitik adalah menggunakan
paradigma politis-ideologis dengan memegang teguh ajaran Islam secara
normatif-teologis. Konsekuensi lebih lanjut adalah perilaku politik Nahdlatul
Ulama cenderung bersifat eksklusif, terutama bila berhadapan atau dihadapkan
pada komunitas nasionalis ‘atau sekuler. Tapi dalam konteks ini sebagaimana
dinyatakan oleh M.  Ali Haidar, bahwa konsep sumnisme yang dianut oleh
Nahdlatul Ulama merupakan konsep jalan tengah yang lebih mementingkan
harmoni dan kestabilan sosial. Konsep ini pula agaknya yang mendorong

Nahdlatul Ulama tampil lebih lentur dan lebih akomodatif.

" Selama kurun waktu itu, oleh Deliar Noer dibagi menjadi tiga masa, yaitu: masa revolusi
(1945-1949), masa demokrasi liberal atau demokrasi parlementer (1950-1959), dan masa demokrasi
terpimpin (1959-1965). Deliar Noer, Partai Islam di Pentas Nasional, (Jakarta: Grafiti Pers, 1987),
hlm. 34.



Sikap akomodasi dan kelenturan politik Nahdlatul Ulama tersebut semakin
nyata ketika pemerintahan rezim Orde Baru,'® mengganti format sistem politik
Orde Lama dengan sistem politik demokrasi Pancasila dengan menerapkan
hegemonic party system. Dalam format politik Orde Baru yang demikian itu,
maka posisi partai-partai politik—termasuk Nahdlatul Ulama—yang menampung
dan menyalurkan aspirasi umat Islam menjadi termarginalkan dan sangat dibatasi
ruang geraknya. Realitas ini membawa konsekuensi logis, bahwa perilaku politik
Nahdlatul Ulama tidak dapat lagi leluasa berjuang menyuarakan umat Islam
dengan menggunakan Islam sebagai ideologi politiknya.

Pe-marginal-an oleh Orde Baru terhadap Nahdlatul Ulama itu terus
berjalan, hingga akhirmnya Nahdlatul Ulama (baca: secara organisasional)
memutuskan untuk kembali ke Khittah 1926' dalam Muktamar'® Nahdlatul
Ulama ke-27 di Sukorejo Situbondo pada tahun 1984. Keputusan penting lainnya
dalam Muktamar tersebut adalah Nahdlatul Ulama secara formal menerima
Pancasila sebagai asas tunggal atau landasan dasar bagi organisasi keagamaan
Nahdlatul Ulama. Pilihan ini dianggap sangat wajar, karena pemerintah Orde Baru
menerapkan hegemonic party system. Yakni, merampingkan partai politik menjadi

tiga (PPP, Golkar dan PDI). Orde Baru menempatkan Golkar sebagai kekuatan

' Secara historis, rezim Orde Baru dinyatakan tumbang bersamaan dengan pernyataan
pengunduran diri Soeharto sebagai Presiden RI pada tanggal 21 Mei 1998.

"7 Inti dari kembali ke khittah 1926 adalah keinginan untuk kembali pada semangat perjuangan
awal, menjadi ormas sosial keagamaan. Penjelasan tentang Khittah Nahdlatul Ulama, lihat keputusan
hasil Muktamar Nahdlatul Ulama ke-27 di Situbondo Jawa Timur yang dipertegas lagi dengan
Muktamar ke-28 di Krapyak Yogyakarta. Adapun analisa singkat mengenai khittah tersebut, lihat
Martin, Tradisi Menyongsong Masa Depan. Dalam Greg Fealy, Greg Fealy dan Greg Barton (edit.)
Tradisionalisme Radikal Persinggungan NU — Negara, (Y ogyakarta: LKiS, 1997), him. 147-161.

" Muktamar adalah institusi permusyawaratan tertinggi di dalam Nahdlatul Ulama dan
diselenggarakan oleh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU). Lihat, Andree Feillard, NU, Vis-a-vis
Negara: Pencarian Isi, Bentuk dan Makna, diterj. Lesmana (Y ogyakarta: LKiS, 1999), him. 448.



sosial politik yang dominan, sementara partai-partai politik lainnya hanya
berfungsi artifisial.

Harus diakui bahwa di masa lalu ada mutual misunderstanding antara
Islam sebagai agama dan Pancasila sebagai ideologi. Letak kesalahpahaman itu,
menurut Kuntowijoyo, terletak lebih pada berbagai kepentingan politik dari pada
dalam substansinya. Sebenarnya, tidak perlu ada salah paham substansi, sebab
substansi keduanya jelas berbeda: Islam adalah agama dan Pancasila adalah
ideologi. Permainan politiklah yang mengeksploitasi perbedaan itu supaya
meruncing. Usaha-usaha untuk mendudukkan perkaranya banyak dilakukan, tapi
rupanya semua tenggelam oleh hiruk-pikuk politik. Sebagai ideologi, Pancasila
adalah obyektifikasi dari agama-agama. Ini berarti unsur-unsur obyektif agama-
agama ada dalam Pancasila. Sila-sila dalam Pancasila tidak satupun yang
bertentangan dengan Islam, dan sebaliknya. Tidak ada satu pun dari ajaran Islam
yang bertentangan dengan Pancasila. Dengan demikian, Pancasila mendapat
dukungan ganda: Ia adalah ideologi dengan categorical imperative dan melalui
proses internalisasi '(jadi tidak secara mekanis, tidak dengan sendirinya, tapi
dengan niat dan kesadaran) ia dapat masuk dalam wilayah agama.

Nahdlatul" Ulama " menerima Pancasila ' sebagaimana hasil rancangan
konstituante tahun 1945 dan tidak menghendaki perselisihan  dalam
menginterpretasikan Pancasila serta menolak pandangan yang mempersama-
kannya dengan agama. Islam merupakan tindakan agama, sedangkan Pancasila
adalah pandangan hidupnya. Pemerintah selalu menekankan, tidak ada maksud

untuk menjadikan Pancasila sebagai agama atau memperlakukan Pancasila



seolah-olah agama. Nahdlatul Ulama menanggapi pernyataan pemerintah itu
dengan serius dan yakin pemerintah tidak mengajak Nahdlatul Ulama menerima
Pancasila dengan cara mereduksi keyakinan Islam. Nahdlatul Ulama menerima
Pancasila bukan dalam pengertian politik, tapi lebih karena pemahaman hukum
Islam.

Berkaitan dengan kembalinya Nahdlatul Ulama ke Khittah 1926. maka
keputusan tersebut merupakan langkah terobosan untuk mengatasi kemacetan
organisasi yang dialami Nahdlatul Ulama dan di dukung oleh kalangan
profesional. Mereka berasal dari kalangan Nahdlatul Ulama yang bekerja di
lapangan profesional sebagai pegawai negeri dan swasta serta lembaga-lembaga
swadaya masyarakat. Umumnya, mereka terdidik di lingkungan perguruan tinggi
secara baik. Keuntungannya, mereka tidak terbias '"penyakit politik", yang
selama Orba sering merugikan keberadaan Nahdlatul Ulama itu sendiri.
Keputusan kembali ke khittah ini sama dengan menegaskan bahwa Nahdlatul
Ulama telah melepaskan ikatan afiliasinya dengan PPP. Dengan keputusan ini
berarti Nahdlatul Ulama telah netral, tidak terikat atau impartial, tidak memihak
dengan organisasi politik yang ada, termasuk PPP,"”

Setelah Nahdlatul Ulama kembali ke khittah 1926 tersebut, Nahdlatul
Ulama merasa lebih bebas untuk menentukan kiprahnya. Tetapi, bukan berarti
Nahdlatul Ulama lepas sama sekali dari aktivitas politik, karena betapapun naluri
politik Nahdlatul Ulama tetap tajam. Nahdlatul Ulama masih tetap menjadi

pemain, kendati berada di luar struktur, bahkan terkadang cukup menjadi

" Kacung Marijan, Qou Vadis NU, him. 147.



penonton. Justru karena itu, pemain di dalam struktur sering menggoda
Nahdlatul Ulama untuk diajak terjun, atau minimal jadi pendukung. Godaan

inilah yang sulit dihindari dan sering mengganggu Khittah.

. Batasan dan Rumusan Masalah

Adapun alasan mengapa penulis melakukan penelitian ini dari tahun
1966-1998, adalah karena pada tahun 1966 merupakan tahun berdirinya
Pemerintahan Orde Baru. Sedangkan tahun 1998, secara historis rezim Orde
Baru dinyatakan tumbang bersamaan dengan pernyataan pengunduran diri
Soeharto sebagai Presiden RI pada tanggal 21 Mei 1998.

Orde Baru yang dimaksud adalah suatu tatanan pemerintahan
Indonesia yang berkuasa (rezim) sejak tahun 1966-1998, yakni sejak
diterimanya Surat Perintah 11 Maret (Sﬂupersemar). Rezim ini, sejak
kelahirannya bertekad menjalankan kemurnian Pancasila dan.UUD 1945.
Penulis memilih Orde Baru, karena Indonesia sepanjang dipegang rezim ini
relatif cenderung pada status guo, baik elit penguasa politik, ideologi maupun
strategi pembangunannya, bahkan semakin stabil.

Kajian/ terhadap sejarahr Nahdlatul Ulama serta kandungannya
mengenai politik etik Nahdlatul Ulama masa Orde Baru ini, didasarkan
kepada pertanyaan: Bagaimana perilaku politik Nahdlatul Ulama pada masa

Orde Barudan bagaimana rumusan etik Nahdlatul Ulama dalam berpolitik?



C. Tujuan dan Kegunaan

Penyusunan skripsi ini diorientasikan untuk lebih dapat memahami
bagaimana pertumbuhan dan perkembangan politik etik Nahdlatul Ulama. dari
masa kelahirannya, hingga (khususnya) masa Orde Baru 1966-1998. serta untuk
menemukan rumusan etik Nahdlatul Ulama dalam berpolitik.

Dari penelitian dan tujuan seperti ini, semoga penelitian ini berguna
untuk melengkapi khazanah intelektual Islam di Indonesia dan dijadikan sebagai
kekayaan dalam sejarah nasional Indonesia. Sekaligus diharapkan menjadi
sumber inspirasi maupun referensi bagi studi-studi sejarah yang lain, khususnya

bagi studi politik etik.

D. Metode Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini, metode yang digunakan oleh penulis dengan
metode konfigurasional-historis, yakni menggunakan satu kajian dengan satu
kasus,® kemudian dilakukan dengan proses pengujian dan analisa secara kritis
terhadap rekaman dan peninggalan dari peristiwa.”’ Metode historis ini bertujuan
untuk merekonstruksi kejadian masa lampau secara sistematis. Adapun tahapan-

tahapan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Heuristic (Pengumpulan Daté)

Di tahap ini, penulis melakukan pencarian data-data atau sumber-
sumber tulisan Nahdlatul Ulama yang memaparkan sejarah peran dan atau

perilaku politik Nahdlatul Ulama. Pengumpulan data seperti ini dilakukan

** David E. Apter, Pengantar Analisa Politik, terj. Setiawan Abadi, (Jakarta: LP3ES, 1988),
cet. 111, him. 31.

*! Louis Gotischalk, Mengerti Sejarah, terj. Nugroho Notosusanto, (Jakarta: Ul Press, 1985),
him, 32.



oleh penulis sebagaimana sifat dari penelitian skripsi ini, yaitu penelitian
dokumen (Documentary Study).
2. Verifikasi (Seleksi atau Kritik)

Dalam tahap verifikasi ini, penulis melakukan proses seleksi (kritik)
terhadap data (sumber) baik secara secara eksternal maupun internal.
Sehingga, penulis mendapatkan sumber yang mempunyai kredibelitas dan
keotentikannya tinggi dan dapat digunakan sebagai data dan sumber di
penulisan skripsi ini.

3. Interpretasi (Analisa)

Berikutnya, setelah penulis menyeleksi sumber sejarah Nahdlatul
Ulama sebagaimana di atas, kemudian penulis  menganalisa dan
mensintesakan sumber yang berkaitan dengan permasalahan politik etik
Nahdlatul Ulama itu secara menyeluruh.??

4. Historiography (Penulisan atau Penyajian)

Kemudian, dalam tahap keempat ini penulis menyajikan penelitian
tersebut dengan '‘penulisan’ ‘yang sistematis - dan kronologis.* Sehingga,
tersusun rangkaian fakta sejarah menjadi satu jalinan yang utuh sesuai dengan

pendekatan sejarah dan teori filsafat politik etik Frans Magnis-Suseno.

E. Kerangka Teori
Untuk lebih mencermati politik etis Nahdlatul Ulama pada masa Orde

Baru dari tahun 1966-1998, penulis menggunakan teori filsafat politik Frans

= Dudung Abdurrahman, Metode Penelitian Sejarah, (Jakarta: Logos, 1999), him. 69.
% Ibid, him. 72.
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Magnis-Suseno. Menurut Frans, secara formal filsafat politik, termasuk etikanya,
bila dibandingkan terhadap ilmu-ilmu politik, itu seperti ilmu pengetahuan
tingkat dua. Filsafat sebagai ilmu tingkat dua mengupas argumentasi dan
pertanyaan-pertanyaan ilmu-ilmu politik dari segi hakikat dan realitas manusia,
dan secara spesifik, mempersoalkan —bukan hanya menjelaskan—pola-pola
legitimasi dan tuntutan-tuntutan normative dasar yang dikemukakan. Dalam
kerangka ini tugas etika politik harus ditentukan.”

Kajian etika politik, objeknya adalah prinsip-prinsip. Berangkat dari
prinsip-prinsipnya, telaah etika politik lalu dapat mempertanyakan syarat-syarat,
konsistensi dan implikasi-implikasi pertanyaan-pertanyaan diskursus politik dari
segi etika.” Jadi, yang menjadi ciri khas suatu pendekatan yang disebut politis
adalah apabila pendekatan itu terjadi dalam kerangka acuan yang berorientasi
pada masyarakat sebagai keseluruhan.®® Untuk membantu dalam analisanya
penulis memakai pendekatan konsep 4kl al-Sunnah wa al-Jamd'ah yang dipakai
sebagai ideologi organisasi Nahdlatul Ulama dan dijadikan sebagai pedoman
dalam berpolitiknya. Konsep Akl al-Sunnah ' wa al-Jamd'ah tersebut, nantinya
akan digunakan secara spesifik untuk menjelaskan politik etik Nahdlatul Ulama
pada masa Orde Baru, baik sikap Nahdlatul' Ulama dalam berbangsa dan

bernegara atau orientasi sosial kemasyarakatan dan keagamaannya (baca:

** Baca, Frans Magnis-Suseno, Etika Politik: Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan
Modern, (Jakarta, Gramedia, 1999), hlm. 8, 13, 19 dan 23.

» Jadi, objek utamanya bukan realitas politik sendiri, melainkan prinsip-prinsip etis, baik
prinsip etika politik dalam diskursus politik atau lainnya. Frans Magnis-Suseno, Mencari Sosok
Demokrasi: Telaah Filosofis, (Jakarta: Gramedia, 1997), him. 4-5.

% Frans Magnis-Suseno, Mencari Sosok Demokrasi, him. 9.



khittah). Bagaimana pun Akl al-Sunnah wa al-Jamd'ah merupakan bagian

terpenting dan tidak terpisahkan dari Nahdlatul Ulama.

. Kajian Pustaka .

Dalam tiga dasawarsa terakhir kajian mengenai Nahdlatul Ulama telah
banyak dilakukan baik oleh Indonesian-Islamolog.”” maupun Indigenous™
sendiri, yang dilakukannya secara "serius dan obyektif”. Lebih-lebih pasca
khittah 1926 Nahdlatul Ulama tahun 1984, di bawah kepemimpinan Gus Dur
(KH. Abdurrahman Wahid), pengkajian mengenai Nahdlatul Ulama tampak
banyak dan sangat beragam dari tema dan sudut pandangnya. Berbeda dengan
riset ilmiah dalam tiga dasawarsa awal kelahiran Nahdlatul Ulama, dianggap
kurang memberikan kontribusi pada dinamika masyarakat dan perkembangan
bangsa-negara Indonesia.*’

Andree Feillard dalam buku NU, Vis-a-Vis Negara: Pencarian Isi, Bentuk
dan Makna yang merupakan versi ringkas disertasi doktornya (Islam et Armee
Dans L’indonesie Contemporaine Les pionniers de la tradition, 1 995), mencatat
bahwa penclitian mengenai Nahdlatul Ulama mulai dilakukan secara sungguh-

sungguh sejak tahun 1971 dengan penelitian: KenyWard, lalu Mitsuo Nakamuro

(1981 dst.), Sydeney Jones (1984), Martin van Bruinessen (1994), dan terakhir

7 Indonesianis-Islamolog adalah para peneliti asing yang mengkaji tentang Indonesia dan

Islam, terutama mengkaji Nahdlatul Ulama yang dilakukan oleh akademisi asing. Seperti, Mitsuo
Nakamgra (Jepang), Martin van Bruinessen (Belanda), Greg Barton, Greg Fealy (Australia), dst.

i Indigenous adalah para peneliti/penulis mengenai Nahdlatul Ulama yang berlatar belakang

Nahdlatul Ulama maupun penulis dari Indonesia secara umum. Seperti, Choirul Anam, Abdurrahman
Wahid, Zamakhsyari Dhofier, Marzuki Wahid, Deliar Noer, Einar M. Sitompul, S. Sinansari Encip,
dan lain sebagainya.

* Martin van Bruinessen, NU: Tradisi, hlm. 7-11.
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Greg Fealy.”® Buku ini membahas Nahdlatul Ulama untuk memperjelas alasan-
alasan yang menyebabkan perubahan arah politik sejak tahun 1984 dan
dampaknya pada tahun-tahun berikutnya. Namun begitu, kajiannya dimulai sejak
pra-kemerdekaan Indonesia, tepatnya ketika asal mula kelahiran Nahdlatul
Ulama. Jadi, buku yang merupakan penelitian untuk doktor ini paling utuh
ditinjau dari segi sejarah politik Nahdlatul Ulama dan termasuk yang paling
mutakhir di kalangan akademisi asing.

Buku NU: Tradisi, Relasi-relasi Kuasa, Pencarian Wacana Baru karya
Martin van Bruinessen, barangkali termasuk karya kontemporer yang
proporsional dan ilmiah sebelum dua buku di atas. Ia lebih banyak menganalisa
Nahdlatul Ulama dari sisi sosio-kulturnya, tanpa meniadakan sikap kritisnya atas
perubahan yang berjalan secara alamiah dalam pergérakan Nahdlatul Ulama
dalam berbangsa dan beragama. la juga merasa ‘trenyuh’ melihat para kalangan
ilmiah yang kurang memberikan perhatian pada Nahdlatul Ulama. Hampir sama
sekali Nahdlatul Ulama tidak disebut dalam kajian-kajian pada masa kolonial.
Contohnya, survei' Pluvier (1953) mengenai gerakan nasionalis pada periode
1930-1942 —padahal menurut Martin, 1a memberikan perhatian kepada gerakan-
gerakan yang bahkan jauh lebih kecil dan berlangsung sebentar yang hanya
berarti dalam skala regional. Termasuk Clifford Geertz, sebagai yang paling
berpengaruh di antara ilmuwan sosial Amerika yang berorientasi pada
modernisasi (modernization-oriented) yang mengkaji Indonesia pada tahun 1950-

1960-an, tetap sangat tidak memuaskan, meskipun berulangkali mengkaji antara

*® Andree Feillard, NU, vis-a-vis, hlm. xii.



kaum kolot dan muslim pembaru, serta persaingan antara Nahdlatul Ulama dan
Muhammadiyyah. Bahkan, dalam pengamatan-pengamatannya tentang Nahdlatul
Ulama dan pesantren didefinisikan Geertz dengan term yang benar-benar negatif
(“anti-modernisme”, “organisasi kontra-pembaruan”).”! Barangkali, karena hal
itu pula maka kajiannya di awali dengan pembahasan kelahiran dan
perkembangan awal Nahdlatul Ulama di tengah kolonialis, lalu peranannya
setelah kemerdekaan bersama organisasi modern dan partai politik lainnya.
Meskipun sebenarnya, kajian Martin itu lebih difokuskan pada masa tahun 1980-
an. Analisa Martin dalam karya ini, cukup membantu penulis.

Tulisan peneliti asing yang secara spesifik cukup menginspirasi peneliti
adalah karya Andree Feillard, NU Vis-a-Vis Negara: Pencarian Isi, Bentuk dan
Makna yang merupakan versi ringkas Desertasi Doktornya, karya Mitsuo
Nakamura dalam “Tradisionalisme Radikal: Catatan Muktamar Semarang 1979
yang terkenal sebagai catatan ilmiah pertama mengenai jalannya muktamar
Nahdlatul Ulama dan “Krisis Kepemimpinan Nahdlatul Ulama dan Pencarian
Identitas Awal' 1980-an: Dari Muktamar Semarang 1979 hingga Muktamar
Situbondo 1984"? dan karya Greg Fealy, ljitihad' Politik Ulama: Sejarah NU
1952-1967.

Di samping peneliti asing, juga karya Choirul Anam, Pertumbuhan dan
Perkemb.angan NU. Secara akademik, buku ini telah banyak dijadikan sumber
oleh para peneliti dan pengamat Indonesia yang juga menginspirasikan penulis.

Beberapa di antaranya: S. Sinansari Ecip NU: Khittah dan Godaan Politik

3! | ebih jauh lihat, Martin, NU: Tradisi, him. 7.
32 Greg Fealy dan Greg Barton (edit.), Tradisionalisme, hlm. xviii. Kedua tulisan Nakamura di
atas terdapat dalam buku yang sama pada halaman 58-76.



sebagai kumpulan tulisan, buku ini terdiri dari tulisan yang beragam, baik para
politisi ataupun akademisi. Sebut saja, Afan Gaffar, “PPP dan NU”, Kacung
Marijan, “NU, Khittah, dan Godaan Politik”, dst. Masih banyak buku-buku lain
yang termasuk kumpulan tulisan dari Surat Kabar tentang Nahdlatul Ulama,
seperti Geger di “Republik” NU: Perebutan Wacana, Tafsir Sejarah, Tafsiran
Makna (1999), Kritik Nalar Figih NU: Transformasi paradigma Bahtsul Masa'il
(2002), NU dari Berbagai Sudut Pandang (1994), dil. NU dan Rekayasa Politik
(1994), Menggugat Khittah NU (1994), dan NU dan Suksesi (1994). A. Gaffar
Karim, Metamorfosis NU dan Politisasi Islam Indonesia (1995), di dalamnya
menjelaskan tentang sejarah Nahdlatul Ulama secara politis, kepemimpinan Gus
Dur yang cukup dominan dalam menentukan arah Nahdlatul Ulama berpolitik,
dan implikasi Khittah dari internal dan eksternal. Selanjutnya --masih berkaitan
dengan sejarah politik Nahdlatul Ulama-- adalah karya M. Masyhur Amin, NU
dan ljtihad Politik Kenegaraannya (1996).

Selain itu juga, telah banyak muncul karya dari kalangan intelektual
tradisional sendiri, seperti Abdurrahman ‘Wahid,  Bunga Rampai Pesantren,
(Jakarta:. Dharma Bakti, '1979);  Muslim di Tengah Pergumulan, (Jakarta:
Lappenas, 1983), dsb. Zamakhsyari Dhofier, Tradisi Pesantren: Studi Tentang
Pandangan Hidup Kyai, (Jakarta: LP3ES, 1982), disertasi ini merupakan studi
akademik pertama yang komprehensif tentang sistem pesantren; "KH. vHasyim
Asy'ari: Penggalang Islam Tradisional". Prisma, vol. 8, no. 1, 1984, hlm. 74-82,

dst. Choirul Anam dan Arief Mudatsir.>>

3 Greg Fealy dan Greg Barton, Tradisionalisme, hlm. xv.
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G. Sistematika Pembahasan
Pembahasan skripsi ini terdiri dari lima bab, yaitu; bab pertama berisi
tentang latar belakang masalah, rumusan dan batasan masalah, tujuan dan
kegunaan, kerangka teori, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika
pembahasan.

Bab dua, berisi tentang Sejarah Nahdlatul leama, Ahl al-Sunnah wa al-
Jamd'ah dan Etika Politik Nahdlatul Ulama. Bab ketiga, membahas Orde Baru
representasi pemerintah militer yang meliputi: sejarah Orde Baru, orientasi
kebijakan umum Orde Baru, periodisasi ABRI.

Bab keempat, pengaruh sistem politik brde Baru terhadap Nahdlatul
Ulama dengan memfokuskan pada; peminggirah Nahdlatul Ulafna dalam bidang
politik dan solusi politik Nahdlatul Ulama.

Kesimpulan dan saran-saran berada pada bab Hma di bagian penutup. Bab
ini merupakan bab yang terakhir dalam pembahasan skripsi.

Sebagai bahan pelengkap dari skripsi ini akan disertakan daftar

bibliografis, lampiran-lampiran dan riwayat hidup penulis. &
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BAB IV
PENUTUP

A. Kesimpulan

Dalam sejarah Nahdlatu]l Ulama dan perkembangan politik Indonesia.
nilai Aswaja tetap dipergunakan dengan konsisten melalui. termasuk ketika
pada tahun 1939, saat Indonesia masih dijajah Belanda. Nahdlatul Ulama
bergabung dengan MIAI (al-Majlis al-Islam al-A'la Indonesiyya). Karena
persoalan sistem politik kolonial Jepang kemudian MIAI bubar, lalu muncul
Maysumi (Majlis Syura Muslimin Indonesiyya) dan Nahdlatul Ulama terlibat
di dalamnya hingga Indonesia Merdeka.

Pada tahun 1952, Nahdlatul Ulama menyatakan diri keluar dari
Masyumi dan menjadi partai politik sendiri (Partai NU), sebagaimana
keputusan Muktamar di Palembang 1952. Partai NU dalam dua kali pemilu,
1955 (masa Orde Lama) dan 1971 (masa Orde Baru) mendapatkan perolehan
suara/kursi di Parlemencukup signifikan, 'dibandingkan ketika bergabung
dengan Masyumi. Seperti terlihat dalam perolehan suara 1955 (18,4%) persis
dibawah Masyumi dan Golkar. Seiring dengan sistem perpolitikan Orde Baru,
sejak tahun 1973-1984 partai NU ikut dalam fusi di PPP (Partai Persatuan
Pembangunan) dengan lambang gambar ka'bah bersama MI, Perti, PSII, dan
Parmusi, sesuai dengan kebijakan hegemonic party system pemerintah Orde
Baru. Di awal keberadaannya di PPP, Nahdletu! Ulamz culur mewarmod

portai dan kritis terhadap pemerintah, sehingga Nakamura menyebut
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Nahdlatul Ulama sebagai tradisionalis radikal. Akibat dari sikap tersebut,
dalam perjalanannya Nahdlatul Ulama termaginalkan.

Dalam keadaan yang termarginal ini, kemudian Nahdlatul Ulama
intropeksi diri melalui Muktamar ke-27 1984 di Situbondo. Dengan
pertimbangan, banyaknya agenda-agenda Nahdlatul Ulama yang
dikesampingkan karena terlalu berasyik-masyuk dengan kegiatan politik
praktis tersebut, kemudian Nahdlatul Ulama memutuskan untuk keluar dari
PPP dan kembali ke Khittah 1926.

Nahdlatul Ulama di bawa nakhoda Gus Dur, sejak 1984, 1989 dan
terakhir 1994, keputusan kembali ke Khittah 1926 tetap tidak oleng, apalagi
tenggelam. Justru, menurut telitian penulis, pada masa terakhir Orde Baru
itulah puncak-puncaknya Nahdlatul Ulama ikut terlibat langsung (baca:
menjadi bagian state) dalam memberikan solusi permasalahan bangsa dan
Negara. Meskipun Nahdlatul Ulama sendiri 'merasa diperlakukan tidak adil
oleh Orde Baru, tapi itu merupakan permainan politik yang mestinya
menuntut sikap yang tegas.

Menghadapi / persoalan tersebut, etika (Sembilan Pokok Pedoman
Berpolitik) 'yang ‘digunakan Nazhdlatul ‘Ulama dalam memberikan solusi
masalah bangsa, Negara dan masyarakat (baca: politik) adalah menghargai
pluralitas dan menghormati setiap perbedaan pendapat. Hal itu merupakan
konsekuensi logis dari nilai-nilai 4%l al-Sunnah wa al-Jamd'ah yang dibangun

Nahdlatul Ulama, yakni tawazzun dan tasammuh.
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Rumusan lain dari etika Nahdlatul Ulama dalam berpolitik adalah
meneggakkan keadilan dan kebenaran, baik melalui supremasi hukum ataupun
memperkuat kelompok marjinal. Dalam aktualisasi prinsip ini, disesuaikan
dengan nilai 4%/ al-Sunnah wa al-Jamd'ah, 'amar ma'ruf nahi munkar dan
I'tidal.

Antara sistem politik ataupun rumusan etika yang dipergunakan
Nahdlatu] Ulama tersebut, dengan demikian, tetap tidak bisa dilepaskan dari
prinsip dan nilai Ahl al-Sunnah wa al—.]amc?'ah sebagai madzhab ataupun
manhaj (metodologi dalam berfikir). Sebab, 4Al al-Sunnah wa al-Jamd'ah
selain digunakan sebagai landasan formal organisasi Nahdlatul Ulama, ia juga
telah melekat dalam setiap perubahan sosial dan politik masyarakat
nahdliyyin. Sesuai dengan latar historis Nahdlatul Ulama dalam berpolitik,
kelahiran PKB tidak bisa dilepaslian dari pengalaman Nahdlatul Ulama

selama Orde Baru (baca: Soeharto) berkuasa selama 32 tahun (1966-~1998).

B. Saran

Ada beberapa hal\yang penting, yang harus dicatat!dari politik etik
Nahdlatul Ulama Masa Orde Baru tahun ,1966-1998. Pertama, sumbangsih
(contributions) pemikiran Nahdlatul Ulama yang orsinil, populis-konstruktif
(tradisionalis) yang belum terungkap dengan jelas'fﬁ Keorsinilan pemikiran
Nahdlatul Ulama itu penting artinya bagi Islam di Indonesia (baca:
perkembangan organisasi para tradisionalis dan pembaru), karena
bagaimanapun kemajuan bangsa dan negara ditandai oleh kemajuan

pemikiran, negara maju tanpa pemikiran yang maju negara hancur. Terlebih
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lagi, bagi bangsa yang sedang mengejar ketinggalan seperti Indonesia
sekarang ini (dibandingkan dengan negara Eropa, dsb.). Pemikiran populis-
konstruktif, yang tidak harus oposan juga perlu terus ditampilkan supaya tidak
terkesan bahwa Islam tidak mampu memecahkan persoalan negara.

Kedua, diperlukan kajian yang mendalam tentang Nahdlatul Ulama
dari berbagai aspek. Seperti kesediaan dan semangat Nahdlatul Ulama untuk
membangun bangsa-negara dan mendialogkannya dengan pemikiran modern
secara kritis menurut kebutuhan suatu negara, sehingga memberikan dorongan
untuk lebih selektif dalam memberikan solusi negara, juga memberikan
inspirasi pada kita untuk mengadakan pelacakan-pelacakan khazanah Muslim
Indonesia yang selama ini belum dilakukan secara serius dan sistematis.

Tentu saja tulisan ini sangat terbatas pada hal-hal yang sudah dibatasi.
Banyak persoalan yang"mas}h terlewatkan dalam studi ini misalnya, tentang
Pemikiran para tokoh Nahdlétul Ulama dalam bidang hak asasi manusia, civil
society dan lain sebagainya, juga upaya untuk membangun Negara Kesatvuan
Republik Indonesia masa depan. Semuanya ini masih sangat memungkinkan
untuk diteliti kembali.

Hanya karena @ keadilan dan  kecintaan Allah semata, seraya
mengharapkan lautan Ilmu-Nya, Bimbingan dan Cahaya-Nyalah, akhirnya
hanya kepada Allah ‘Azza wa Jalla jua penulis serahkan seutuhnya. Wallahu

A’lam bi al-Shawwab.
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